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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media
dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia.
Kecurangan (fraud) merupakan bentuk penipuan yangs engaja dilakukan sehingga
dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan
memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi
karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk
memamnfaatkan kesempatan/peluang yang ada (Rahmawati dan Idjang, 2012).

System kerja yang tidak transpara merupakan peluang emas bagi pelaku
kecurangan. Kecurangan dengan cara menyiasati system justru dimungkinkan karena
pelaku adalam “orang dalam” atau melibatkan orang yang memiliki otoritas atas
system tersebut. System yang tidak tranparan menutup kesempatan bagi banyak
orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap system yangs
edang berjalan (Kumaat, 2011:158).

Kecurangan akuntansi dalam bahasa pengauditan disebut fraud (Ananda
Aprishella Parasmita Ayu Putri, 2014). Fraud adalah tindakan yang terjadi karena

adanya peluang untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan dan salah saji



yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (Meliany, 2013 dalam
Tiara Delfi, dkk, 2014). Di Indonesia, kecurangan akuntansi/fraud ini dibuktikan
dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukan manajemen BUMN dan swasta ke
pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi
penyelenggara pemilu, dan DPRD (Wilopo, 2006).

Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam
korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan,
penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian
Negara. Kecenderungan menunjukan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang
mengarah adanya kecurngan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan akuntansi
dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminology karena
keterlibatan beberapa unsur yang terdiri atas fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran
aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis. (Wilopo, 2006).

Salah satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan fraud terjadi pada salah
satu perusahaan BUMN di Indonesia yaitu pada PT Bank Rakyat Indonesia yang
merupakan Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Sejak Agustus 1992
status BRI berubah menjadi perseroan terbatas hingga pada tahun 2003 Pemerintah
Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi
perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk.,
yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Berikut contoh kongkrit fenomena
yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Kecamatan Tapung

Raya, Kampar, Riau. Masril, Kepala Unit BRI Kecamatan Tapung Raya, Kampar,



Riau harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dia diduga melakukan transfer fiktif
senilai Rp 1,6 miliar.

Kapolres Kampar, AKBP MZ Muttagien mengungkapkan hal itu.
Menurutnya, Masril harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya
kasus transfer fiktif ini dilaporkan oleh Kepala BRI Kabupaten Kampar, Sudarman
serta Rustian Marta seorang pegawai BRI. Keduanya melaporkan adanya pencatatan
palsu dalam pembukuan atau laporan maupun kegiatan usaha. Laporan atau transaksi
rekening bank yang dilakukan tersangka sebesar 1,6 miliar itu tanpa disertai uangnya.
Hanya dalam catatan ada transfer uang. Kronologi transfer fiktif ini bermula pada
Rabu (23/02) lalu. Saat tim pemeriksa internal dari BRI Cabang Bangkinang, Ibukota
Kab. Kampar melakukan pemeriksaan ke Unit BRI Tapung, ditemukan kejanggalan
transaksi. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan, adanya kejanggalan antara jumlah
saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
kata Muttagien, diketahui adanya transaksi gantung yaitu adanya pembukaan setoran
kas sebanyak 1,6 miliar. Uang sebanyak itu diketahui ditransfer dari BRI Unit Pasir
Pangaraian Il ke Unit Bri Tapung. Dalam hal ini tersangka membuat laporan adanya
transaksi Rp 1,6 miliar, namun dalam pemeriksaan tim BRI Bangkinang, transfer

tersebut tidak disertai uangnya. Kejanggalan inilah yang akhirnya tim pemeriksaan

internal BRI mencium adanya transaksi fiktif tersebut (www.News.detik.com).
Pada 28 Desember 2014 seorang pelanggan mengajukan sambungan baru
PLN melalui call 128 dengan nomor registrasi :1413012024740 di wilayah Tegal

Binangun yang masih menjadi area pelayanan PLN Rayon Ampera. Kemudian pada


http://www.news.detik.com/

tanggal 5 januari 2015 pelanggan tersebut melunasi pembayaran pemasangan senilai
Rp.1,246 juta. Mekanisme pendaftaran itu sesuai dengan prosedur resmi. Meski
sebenarnya banyak tawaran pemasangan non prosedur yang dengan janji 2 hari
selesai. Tetapi pelanggan tersebut tetap memilih mengikuti prosedur resmi karena
ingin membuktikan klaim pihak PLN bahwa penyambungan baru prosedur lebih
nyaman, paling cepat 7 hari dari pelunasan paling lambat 30 hari dengan dilengkapi
SLO yang dikeluarkan pihak ke 2 PLN. Namun sampai 20 maret 2015 belum ada
realisasi untuk penyambungan baru pelanggan tersebut beberapa kali datang langsung
ke rayon PLN bersangkutan. Namun melalui info Customer Service seperti biasa
dengan alasan klasik material belum ada, padahal ketika di cek di gudang material
PLN legkap. Namun terhambat dengan alasan berkas belum ditanda tangani oleh
pimpinan. Selain itu juga saya call 123 menyampaikan keluhan tersebut namun belum
juga di tindak lanjuti. Yang anehnya dua orang pelanggan yang megurus melalui non
prosedur dalam dua hari langsung ada penyambungan. Padahal material untuk
penyambungan pelanggan tersebut sudah tinggal menunggu pelaksanaan
penyambungannya saja. (www.semeks.co.id).

Selanjutnya, kasus pada PT Pos Indonesia yang menjerat Arjuna, mantan Vice
President Kolekting dan Antaran PT Pos Indonesia didakwa melakukan korupsi uang
PT Pos Indonesia Rp 2,4 miliar. Uang sebesar itu berasal dari dana penyimpangan
dalam penggunaan/pengeluaran biaya tambahan distribusi Kartu Perlindungan Sosial

(KPS).


http://www.semeks.co.id/

Demikian hal tersebut terungkap dalam sidang korupsi di PT Pos Indonesia
yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu 1
Februari 2017. Pada sidang dipimpin Longser Sormin itu jaksa penuntut umum Melur
Kimahardika mendakwa dengan pasal berlapis, para terdakwa terancam 20 tahun
penjara.

Perbuatan korupsi terdakwa Arjuna itu dilakukan secara bersama-sama
dengan Zulkifli Assagap selaku Senior Vice President Operasi PT Pos Indonesia,
Pamungkas Tedjo Asmoro selaku Vice President Pengendalian Sistem Operasi PT
Pos Indoensia dan beberapa terdakwa lainnya.

Mantan Pejabat PT Pos Indonesia tersebut didakwa telah memperkaya diri
sendiri atau orang lain yang tidak berhak untuk menerima dana biaya tambahan
dalam perdistribusian KPS tahun 2013. Karena uang tersebut di gunakan diluar
kepentingan pendistribusian KPS tahun 2013 akibatnya mengalami kerugian Rp 2,4
miliar. Terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 2, dan 3, ayat (1) Undang-
Undang Tipikor. Ancaman terhadap pasal tersebut 20 tahun penjara.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Melur disebutkan bahwa kasus ini
berawal adanya proyek KPS tahun 2013. Kemudian dalam proyek puluhan miliar itu
dikeluarkan biaya pendistribusian KPS yang ditandatangani Zulkifli Assagap.
Distribusi tersebut disebar ke kantor area operasi.

Dalam biaya tambahan itulah terjadi penyimpangan seperti untuk area VI
Semarang dari biaya Rp 1,8 miliar itu terjadi penyimpangan Rp 769 juta. Kemudian

penyimpangan uang lainnya bervariasi hingga jumlahnya mencapai Rp 2,4 miliar.



"Uang untuk pengeluaran biaya tambahan distribusi KPS itu tidak sesuai
kebutuhan riil sehingga mengakibatkan kerugian negara,” ujar Melur. Karena itulah,
menurut Melur, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah
bertentangan dengan keputusan bersama antara komisaris dan direksi PT Pos
Indonesia, yang intinya direksi dan karyawan dilarang melakukan transaksi yang
mempunyai  benturan  kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi.
(www.kompas.com)

Fenomena-fenomena di atas termasuk kecurangan akuntansi yang disebabkan
karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan, adanya tekanan yang diberikan
seorang atasan kepada bawahannya, dan adanya sikap atau rasionalisasi untuk
membernarkan tindkana kecurangan yang dilakukan oleh seorang atasan. Hal ini juga
disebabkan karena lemahnya pengendalian internal dan system informasi yang dapat
membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan
perusahaan.

Kecurangan yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan
yang sebenarnya terjadi. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada
mengobati. Kecurangan dapat dikurangi bahkan dicegah denganmenciptakan iklim
budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Karena itu, upaya
utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Upaya pencegahan kecurangan
dimulai dari pengendalian internal. Disamping pengendalian internal, dua konsep

penting lainnya dalam pencegahan fraud, yakni menanamkan kesadaran tentang



adanya kecurangan, pengawasan system informasi (otorisasi), dan upaya menilai
resiko terjadinya kecurangan. (Sofianingsih, 2014)

Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan system informasi
yang terintegrasi dan pengendalian internal yang efektif. System informasi yang
terintergasi dan sistematika juga merupakan factor yang mempengaruhi adanya
kecurangan. Perkembangan sistem informasi yang semakin pesat saat ini merupakan
hasil pemikiran manusia yang menciptakan sistem informasi yang dapat
mempengaruhi dunia bisnis, sehingga membawa perubahan-perubahan pada segi
kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dilihat pada kecenderungan
orang atau badan usaha untuk selalu menggunakan sebuah sistem informasi akuntansi
dalam suatu aktivitas kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan
kerja dan mengefisienkan waktu agar dapat meningkatkan keuntungan.

Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi)
dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan
bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang
berkaitan dengan masalah keuangan menjadiinformasi keuangan (Azhar Susanto:
2013). Selain itu, keefektifan pengendalian internal juga merupakan faktor yang
mempengaruhi adanya kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Pengendalian
internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya
kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya

perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.



Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian,
penggelapan penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Sealin itu
pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis
yang akurat demi keberhasilan perusahaan, oleh karena itu, jika pengendalian yang
telah dirancang dan dilaksanakan dengan efektif maka pengendalian internal dapat
diandalkan untuk melindungi dari kecurangan termasuk apabila ada karyawan yang
berniat melakukan kecurangan akuntansi (fraud) (Tiara Delfi dkk, 2014).

Pengendalian intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi
aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya
informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Pengendalian intern adalah suatu proses
yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu
entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian
tujuan berikut: keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan
organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi
(Siti dan Ely, 2010:312).

Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga
dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan
pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya.
Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas

dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian



internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisisensi, efektifitas (Udiyanti,
Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari penelitian sebelumnya oleh
Fransiskus Randa Meliana dengan judul Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal,
Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan
Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi namun, pada
penelitian ini penulis menggunakan variabel system informasi akuntansi dan
pengendalian internal sebagai variabel X, dan mengubah variabel y menjadi
pencegahan fraud dari penelitian tersebut. Sedangkan untuk penelitian sendiri penulis
melaksanakan penelitian di PT POS Indonesia (Persero).

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas dan pentingnya system informasi
akuntansi, system pengendalian internal dan pencegahn fraud dalam setiap kegiatan
perusahaan, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT Pos Indonesia (Persero).”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada PT Pos Indonesia.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada PT Pos Indonesia.
3. Bagaimana Pencegahan Fraud pada PT Pos Indonesia.
4. Seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan
Fraud secara parsial pada PT Pos Indonesia.
5. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan
Fraud secara parsial pada PT Pos Indonesia.
6. Seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian

Internal Terhadap Pencegahan Fraud secara simultan pada PT Pos Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Universitas Pasundan dan
untuk mendapatkan keterangan atau data informasi tentang Pengaruh Sistem
informasi akuntansi dan system pengendalian internal terhadap Pencegahan Fraud
pada PT Pos Indonesia (Peresero). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan

pada PT Pos Indonesia.
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Pengendalian Internal yang
diterapkan pada PT Pos Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui Pencegahan Fraud pada PT Pos Indonesia.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi

Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud secara parsial pada PT Pos Indonesia.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud secara parsial pada PT Pos

Indonesia

6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi
Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud secara

simultan pada PT Pos Indonesia

1.4  Kegunaan Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang
bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian diatas. Hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis
Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan
wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh sistem informasi
akuntansi dan system pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada PT

Pos Indonesia.
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2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan
terutama yang berubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu
akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya
dengan keadaan sesungguhnya yang ada di PT Pos Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan
praktis mengenai pengaruh SIA dan system pengendalian internal terhadap
pencegahan fraud, serta masalah operasional perusahaan dilapangan untuk
melengkapi pengetahuan teoritis yang dapat diperkuliahan.

2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan mengenai
pengaruh SIA dan system pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.
Sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan dalam
menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan selanjutnya.

3. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi untuk
menambah pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi dan system
pengendalian internal terhadap pencegahan fraud sebagai bahan pertimbangan

bagi penelitian-penelitian yang sejenis.
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1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk menggunakan penelitian bertempat di PT. Pos
Indonesia (Persero) JI. Cilaki No. 73, Bandung. Untuk memperoleh data yang
diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan

penelitian pada Bulan Agustus-Desember 2017.



